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Abstrak
Keterbatasan pendanaan masih menjadi persoalan utama bagi lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren dan madrasah swasta yang bergantung pada iuran peserta didik serta donasi insidental. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi fundraising, model pengembangan bidang usaha, dan integrasi keduanya dalam mewujudkan kemandirian finansial lembaga pendidikan Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan terhadap artikel ilmiah, buku, dan regulasi yang relevan, terutama terbitan 2020–2025. Data dianalisis melalui reduksi, kategorisasi tema, perbandingan antarsumber, dan penarikan sintesis konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa fundraising menjadi efektif apabila dilaksanakan secara profesional melalui diversifikasi sumber dana, pemanfaatan zakat, infak, sedekah, wakaf produktif, hibah, kemitraan alumni, tanggung jawab sosial perusahaan, serta kanal digital. Keberlanjutan penghimpunan sangat dipengaruhi oleh transparansi, akuntabilitas, basis data donatur, komunikasi program, dan evaluasi berkala. Pengembangan bidang usaha melalui koperasi pesantren, perdagangan, jasa, agribisnis, dan kewirausahaan santri dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan sekaligus menjadi sarana pembelajaran praktis. Integrasi dana sosial-keagamaan sebagai modal aset produktif dengan surplus usaha untuk membiayai pendidikan membentuk siklus pembiayaan yang lebih mandiri. Model tersebut memerlukan pemisahan pengelolaan keuangan, kepemimpinan visioner, sumber daya manusia kompeten, pengendalian risiko, dan tata kelola yang baik. Penelitian merekomendasikan pembentukan unit fundraising profesional dan badan usaha milik pesantren yang terkoordinasi dalam peta jalan kemandirian lembaga secara berkelanjutan.
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1. Pendahuluan
Pendanaan merupakan salah satu komponen vital dalam penyelenggaraan pendidikan. Tanpa dukungan finansial yang memadai, mutu sarana prasarana, kesejahteraan pendidik, dan kualitas layanan pembelajaran akan sulit ditingkatkan. Persoalan ini terasa lebih akut pada lembaga pendidikan Islam swasta seperti pesantren dan madrasah, yang secara historis tumbuh dari inisiatif masyarakat dan tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah [1]. Mayoritas lembaga pendidikan Islam masih mengandalkan sumber dana tradisional berupa iuran bulanan (syahriah) santri, sumbangan wali, serta donasi insidental dari masyarakat, sehingga kapasitas fiskalnya rentan dan fluktuatif.
Pemerintah sesungguhnya telah memberikan payung hukum afirmatif melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren [2] yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren [3]. Regulasi ini membuka ruang dukungan pendanaan dari APBN, APBD, dan dana abadi pesantren. Namun demikian, dukungan negara bersifat stimulan dan tidak dimaksudkan menggantikan kemandirian lembaga. Justru regulasi tersebut mendorong pesantren mengembangkan fungsi pemberdayaan masyarakat, termasuk penguatan ekonomi internal lembaga.
Dalam konteks itulah dua agenda strategis menjadi relevan: fundraising dan pengembangan bidang usaha. Fundraising dipahami sebagai aktivitas terencana untuk menghimpun dana dan sumber daya lain dari individu, kelompok, badan usaha, maupun pemerintah guna membiayai program lembaga. Riset terbaru menunjukkan bahwa fundraising berbasis nilai keislaman mampu meningkatkan partisipasi donatur dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam apabila dikelola dengan strategi yang tepat dan akuntabel [4]. Sementara itu, pengembangan bidang usaha—lazim disebut unit usaha pesantren—telah terbukti pada banyak kasus menjadi tulang punggung kemandirian ekonomi lembaga, sebagaimana ditunjukkan oleh Pondok Modern Darussalam Gontor yang mengelola puluhan unit usaha dengan konsep kewirausahaan sosial Islam [5].
Kajian-kajian terdahulu umumnya membahas fundraising dan unit usaha secara terpisah. Studi tentang fundraising menyoroti motivasi donatur, strategi penghimpunan zakat-infak-sedekah-wakaf (ZISWAF), dan digitalisasi donasi [4], [6]. Adapun studi tentang ekonomi pesantren menyoroti tata kelola unit usaha, kepemimpinan kiai, dan kontribusi unit usaha terhadap pendapatan lembaga [7], [8], [9]. Masih terbatas kajian yang mengintegrasikan keduanya dalam satu kerangka manajemen pembiayaan pendidikan Islam yang utuh. Padahal, dalam praktiknya kedua sumber tersebut saling melengkapi: fundraising sosial-keagamaan menyediakan modal awal dan dukungan komunitas, sedangkan unit usaha menyediakan arus kas berkelanjutan.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konsep dan strategi fundraising pada lembaga pendidikan Islam; (2) menganalisis model pengembangan bidang usaha lembaga pendidikan Islam; dan (3) merumuskan model integrasi fundraising dan pengembangan usaha dalam mewujudkan kemandirian finansial lembaga pendidikan Islam. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya sintesis kedua pilar pembiayaan tersebut ke dalam satu kerangka manajerial yang dapat diadopsi oleh pengelola pesantren dan madrasah.
2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dipilih karena tujuan penelitian adalah membangun sintesis konseptual atas strategi fundraising dan pengembangan usaha lembaga pendidikan Islam dari berbagai temuan empiris yang telah dipublikasikan. Sumber data primer berupa artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional terbitan lima tahun terakhir (2020–2025) yang relevan dengan tema fundraising, pembiayaan pendidikan Islam, kemandirian ekonomi pesantren, dan manajemen unit usaha pesantren, ditambah buku referensi dan regulasi terkait.
Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data jurnal terindeks (SINTA, Garuda, DOAJ, dan Crossref) dengan kata kunci: fundraising pendidikan Islam, kemandirian ekonomi pesantren, unit usaha pesantren, dan pembiayaan pendidikan Islam. Artikel diseleksi berdasarkan kriteria: (1) terbit pada rentang 2020–2025; (2) relevan dengan fokus kajian; dan (3) dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang kredibel. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, kategorisasi tema, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan temuan dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan antarliteratur untuk menemukan pola yang konsisten.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Konsep Fundraising dalam Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam
Fundraising secara terminologis berarti aktivitas penghimpunan dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga. Dalam manajemen pembiayaan pendidikan Islam, fundraising tidak semata dimaknai sebagai mencari uang, melainkan sebagai proses membangun relasi, kepercayaan, dan keterlibatan para pemangku kepentingan terhadap visi lembaga [1]. Oleh karena itu, keberhasilan fundraising sangat ditentukan oleh kredibilitas lembaga, kejelasan program, dan kualitas komunikasi dengan donatur.
Lembaga pendidikan Islam memiliki keunggulan komparatif dalam fundraising karena dapat memanfaatkan instrumen filantropi Islam, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Penelitian [6] menunjukkan bahwa model pendayagunaan zakat pada pesantren mampu memperkuat program pendidikan sekaligus pemberdayaan ekonomi apabila dikelola melalui mekanisme yang terstruktur. Wakaf produktif juga semakin mendapat perhatian sebagai instrumen pembiayaan jangka panjang, di mana aset wakaf tidak hanya digunakan untuk sarana ibadah dan pendidikan, tetapi dikembangkan menjadi aset yang menghasilkan surplus bagi operasional lembaga.
Temuan [4] menegaskan bahwa peningkatan partisipasi donatur dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam dipengaruhi oleh strategi fundraising yang menyentuh motivasi religius donatur, kemudahan saluran donasi, serta kepercayaan terhadap pengelolaan dana. Hal ini sejalan dengan praktik lembaga amil zakat yang memanfaatkan media sosial sebagai kanal informasi dan penghimpunan ZIS. Dengan demikian, paradigma fundraising lembaga pendidikan Islam perlu bergeser dari pola tradisional yang bertumpu pada karisma tokoh (kiai) menuju fundraising modern yang melembaga, profesional, dan tidak bergantung pada figur perseorangan.
Fundraising dalam perspektif manajemen pendidikan perlu ditempatkan sebagai fungsi strategis yang terhubung langsung dengan perencanaan program, bukan sebagai kegiatan tambahan ketika lembaga mengalami kekurangan kas. Setiap program pendidikan, peningkatan sarana, beasiswa, kesejahteraan pendidik, dan pemberdayaan masyarakat memerlukan peta kebutuhan pendanaan yang jelas. Peta tersebut menjadi dasar penentuan sasaran penghimpunan, kelompok donatur, bentuk pesan, dan jangka waktu kampanye. Dengan pendekatan ini, lembaga dapat menjelaskan hubungan antara dana yang dihimpun dan manfaat pendidikan yang dihasilkan. Kejelasan tersebut memperkuat legitimasi program sekaligus membantu donatur memahami bahwa kontribusi mereka merupakan bagian dari agenda pengembangan lembaga yang terukur [1], [4].
Karakter lembaga pendidikan Islam menghadirkan modal sosial yang kuat berupa jaringan wali santri, alumni, masyarakat sekitar, organisasi keagamaan, dan mitra usaha. Akan tetapi, modal sosial tidak otomatis berubah menjadi dukungan finansial yang berkelanjutan. Lembaga perlu memetakan pemangku kepentingan berdasarkan kedekatan, kapasitas, minat program, dan pola kontribusi. Alumni dapat diarahkan pada donasi rutin atau pendanaan beasiswa, masyarakat sekitar pada dukungan program sosial, sedangkan perusahaan dapat didekati melalui program tanggung jawab sosial. Pemetaan tersebut membuat komunikasi lebih relevan dan mencegah penggunaan pesan yang sama untuk semua kelompok. Fundraising akhirnya berkembang dari pola permohonan umum menjadi pengelolaan relasi yang terencana.
Instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki karakter hukum, tujuan, serta pola pengelolaan yang berbeda. Karena itu, lembaga harus membedakan penerimaan, pencatatan, penyaluran, dan pelaporan masing-masing instrumen. Zakat terikat pada ketentuan penerima, sedangkan infak dan sedekah relatif lebih fleksibel sesuai amanah pemberi. Wakaf menuntut penjagaan pokok aset dan pemanfaatan hasilnya secara berkelanjutan. Pembedaan ini penting agar fundraising tidak hanya berhasil secara nominal, tetapi juga patuh terhadap prinsip syariah dan amanah donatur. Pengelolaan yang tertib sekaligus membuka peluang menjadikan wakaf produktif sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi operasional pendidikan dan pemberdayaan ekonomi [6], [8].
Kepercayaan donatur terbentuk melalui rangkaian pengalaman yang konsisten, mulai dari penyampaian informasi, kemudahan transaksi, konfirmasi penerimaan, hingga laporan penggunaan dana. Setiap tahap perlu dirancang sebagai satu siklus pelayanan donatur. Donatur baru membutuhkan penjelasan singkat dan meyakinkan tentang identitas lembaga, sedangkan donatur lama memerlukan informasi perkembangan program dan dampak kontribusi. Ucapan terima kasih, laporan berkala, dokumentasi kegiatan, serta ruang untuk memberi masukan dapat memperkuat hubungan jangka panjang. Dalam konteks ini, fundraising tidak berhenti ketika dana diterima, tetapi berlanjut pada pemeliharaan relasi agar donatur bersedia memberikan dukungan kembali dan merekomendasikan lembaga kepada jaringan mereka [4], [12].
Profesionalisasi fundraising tidak berarti menghilangkan nilai spiritual dan kedekatan sosial yang selama ini menjadi kekuatan pesantren. Profesionalisasi justru menggabungkan nilai amanah, keikhlasan, dan kemaslahatan dengan perencanaan, pencatatan, komunikasi, serta pengukuran kinerja. Karisma kiai tetap dapat menjadi sumber legitimasi, namun proses operasional perlu ditopang oleh sistem agar tidak bergantung pada satu figur. Basis data donatur, prosedur penerimaan, persetujuan penggunaan dana, dan pelaporan harus tetap berjalan ketika terjadi pergantian pengurus. Dengan demikian, lembaga mampu menjaga kesinambungan fundraising sekaligus mempertahankan karakter keislaman yang menjadi dasar hubungan dengan masyarakat.
Kajian literatur juga menunjukkan adanya risiko apabila fundraising tidak dikelola secara hati-hati. Target yang terlalu agresif dapat mendorong komunikasi yang berlebihan, sedangkan pelaporan yang tidak lengkap dapat menurunkan kepercayaan. Ketergantungan pada satu donatur besar membuat program rentan ketika dukungan dihentikan. Risiko lain muncul dari penggunaan rekening pribadi, pencampuran dana terikat dan tidak terikat, serta dokumentasi yang tidak memadai. Karena itu, lembaga perlu menetapkan pengendalian internal, pembagian kewenangan, rekonsiliasi penerimaan, dan mekanisme pengaduan. Pengendalian tersebut melindungi lembaga, donatur, dan penerima manfaat sekaligus menjadi fondasi bagi pertumbuhan fundraising yang sehat.
3.2 Strategi Fundraising Lembaga Pendidikan Islam
Berdasarkan sintesis literatur, strategi fundraising lembaga pendidikan Islam dapat dikelompokkan ke dalam empat ranah utama sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.
Tabel 1. Empat ranah strategi fundraising lembaga pendidikan Islam
	No
	Ranah Strategi
	Bentuk Implementasi
	Rujukan

	1
	Diversifikasi sumber dana
	Iuran pendidikan, ZISWAF, hibah pemerintah (Perpres 82/2021), CSR, kemitraan alumni, dan hasil usaha lembaga
	[10]

	2
	Digitalisasi fundraising
	Platform donasi daring, kode QR (QRIS), perbankan syariah, kampanye media sosial
	[11]

	3
	Pengelolaan kepercayaan donatur
	Pelaporan keuangan berstandar, audit berkala, publikasi penggunaan dana (akuntabilitas)
	[12]

	4
	Kelembagaan profesional
	Unit fundraising khusus, SDM kompeten, target terukur, basis data donatur, evaluasi periodik
	[13]



Pertama, diversifikasi sumber dana. Lembaga tidak boleh bergantung pada satu sumber; portofolio pendanaan idealnya mencakup iuran pendidikan, ZISWAF, hibah pemerintah (termasuk skema Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021), dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kemitraan alumni, dan hasil usaha lembaga. Diversifikasi terbukti meningkatkan ketahanan fiskal lembaga ketika salah satu sumber mengalami penurunan [10].
Kedua, digitalisasi fundraising. Transformasi digital membuka kanal penghimpunan baru melalui platform donasi daring, kode QR (QRIS), transfer perbankan syariah, dan kampanye media sosial. Digitalisasi tidak hanya memperluas jangkauan donatur lintas wilayah, tetapi juga mempercepat pelaporan dan meningkatkan transparansi [11]. Bagi pesantren yang memiliki jaringan alumni luas, kanal digital menjadi sarana efektif menghimpun donasi rutin berbasis komunitas.
Ketiga, pengelolaan kepercayaan donatur melalui akuntabilitas. Kepercayaan merupakan mata uang utama fundraising. Penerapan tata kelola yang baik (good governance) dalam pengelolaan keuangan—termasuk pelaporan keuangan yang sesuai standar, audit berkala, dan publikasi penggunaan dana—berkorelasi dengan keberlanjutan dukungan donatur [12]. Lembaga yang transparan akan lebih mudah mempertahankan donatur lama sekaligus menarik donatur baru.
Keempat, kelembagaan fundraising yang profesional. Strategi penghimpunan dana perlu dikelola oleh unit khusus dengan sumber daya manusia yang kompeten, target terukur, dan basis data donatur yang terkelola. Tabrani dkk. [13] menggarisbawahi bahwa pengembangan pesantren memerlukan perencanaan strategis berbasis analisis kinerja, bukan sekadar mengikuti tren; prinsip yang sama berlaku pada fungsi fundraising yang menuntut perencanaan, segmentasi donatur, dan evaluasi capaian secara periodik.
Diversifikasi sumber dana perlu dirancang sebagai portofolio yang seimbang antara sumber rutin, sumber berbasis program, dan sumber produktif. Iuran pendidikan dapat menopang kebutuhan dasar, sedangkan ZISWAF, hibah, CSR, dan dukungan alumni dapat diarahkan pada program tertentu. Hasil usaha berfungsi sebagai sumber internal yang relatif lebih fleksibel. Komposisi tersebut perlu disesuaikan dengan karakter lembaga agar tidak menambah beban wali santri atau menggeser misi pendidikan. Portofolio yang sehat mengurangi ketergantungan pada satu sumber dan memungkinkan lembaga tetap menjalankan program ketika terjadi penurunan penerimaan pada salah satu kanal [3], [10].
Segmentasi donatur dapat dilakukan berdasarkan hubungan dengan lembaga, kemampuan kontribusi, preferensi program, dan frekuensi pemberian. Donatur individu mungkin tertarik pada beasiswa atau bantuan santri, sedangkan perusahaan lebih mempertimbangkan dampak sosial yang dapat diukur. Alumni dapat dilibatkan melalui program angkatan, dana abadi, atau dukungan unit usaha. Setelah segmentasi terbentuk, lembaga dapat menyusun proposisi nilai yang berbeda untuk setiap kelompok. Pendekatan ini membuat pesan fundraising lebih spesifik, menghindari komunikasi massal yang tidak relevan, dan meningkatkan kemungkinan terbentuknya hubungan jangka panjang.
Digitalisasi fundraising perlu dipahami bukan sekadar menambahkan kode QR pada poster. Transformasi digital mencakup penyediaan halaman program yang jelas, kanal pembayaran yang mudah, pencatatan otomatis, konfirmasi transaksi, dan laporan perkembangan yang dapat diakses. Media sosial berfungsi untuk membangun kesadaran, sedangkan laman resmi menjadi pusat informasi dan verifikasi. Data transaksi harus terhubung dengan basis data donatur agar lembaga dapat mengetahui pola pemberian tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi. Integrasi proses tersebut memperkuat efisiensi, akurasi, dan kecepatan pelayanan kepada donatur [11].
Kampanye digital yang efektif memerlukan narasi program yang konkret. Lembaga perlu menjelaskan masalah, sasaran penerima manfaat, jumlah kebutuhan, periode pelaksanaan, dan indikator keberhasilan. Dokumentasi visual dapat memperjelas konteks, namun harus menjaga martabat penerima manfaat dan tidak mengeksploitasi kondisi mereka. Setelah kampanye selesai, hasil perlu dilaporkan dalam bentuk yang mudah dipahami, misalnya jumlah penerima, kegiatan yang terlaksana, aset yang dibangun, dan sisa dana. Pola komunikasi sebelum, selama, dan setelah kampanye membantu menumbuhkan kepercayaan serta membedakan fundraising profesional dari permintaan dana yang bersifat insidental.
Basis data donatur menjadi aset kelembagaan yang penting karena menyimpan riwayat kontribusi, minat program, saluran komunikasi, dan tindak lanjut. Pengelola dapat menggunakan data tersebut untuk mengirim laporan yang relevan, mengidentifikasi donatur yang tidak lagi aktif, dan merencanakan kampanye berikutnya. Akses terhadap basis data harus dibatasi sesuai tugas, dilindungi dengan kata sandi, dan dicadangkan secara berkala. Lembaga juga perlu memperoleh persetujuan ketika menggunakan informasi kontak untuk komunikasi. Tata kelola data yang baik memperkuat efisiensi fundraising sekaligus menjaga kepercayaan dan privasi donatur.
Akuntabilitas fundraising membutuhkan laporan keuangan dan laporan program. Laporan keuangan menjelaskan penerimaan, penggunaan, saldo, dan biaya penghimpunan, sedangkan laporan program menunjukkan manfaat yang dihasilkan. Keduanya harus konsisten agar donatur dapat menelusuri hubungan antara dana dan kegiatan. Audit atau pemeriksaan berkala dapat dilakukan sesuai skala lembaga, mulai dari verifikasi internal hingga pemeriksaan independen. Publikasi tidak harus membuka seluruh rincian sensitif, tetapi perlu memberikan informasi yang cukup untuk menunjukkan bahwa dana dikelola sesuai amanah. Prinsip ini sejalan dengan penerapan good governance pada lembaga pesantren [12].
Unit fundraising profesional memerlukan pembagian fungsi yang jelas, misalnya perencanaan program, komunikasi, pengelolaan donatur, administrasi keuangan, dan evaluasi. Pada lembaga kecil, satu orang dapat menjalankan beberapa fungsi, tetapi proses persetujuan dan pencatatan tetap perlu dipisahkan untuk mengurangi risiko. Target kinerja tidak hanya berupa jumlah dana, melainkan juga jumlah donatur aktif, tingkat donasi berulang, biaya penghimpunan, ketepatan laporan, dan kepuasan pemangku kepentingan. Indikator yang seimbang mencegah pengelola mengejar nominal tanpa memperhatikan kualitas relasi dan kepatuhan.
Evaluasi periodik perlu membandingkan target dengan realisasi dan mengidentifikasi faktor yang memengaruhi hasil. Kampanye yang tidak mencapai target belum tentu gagal apabila berhasil memperluas jaringan atau membangun basis data baru. Sebaliknya, penghimpunan besar dapat menyimpan risiko apabila biaya tinggi atau pelaporan terlambat. Evaluasi juga perlu menilai kesesuaian program dengan misi pendidikan serta kemampuan lembaga menjalankan amanah yang telah ditawarkan. Hasil evaluasi menjadi dasar penyempurnaan strategi, bukan sekadar laporan administratif [13].
3.3 Pengembangan Bidang Usaha Lembaga Pendidikan Islam
Pengembangan bidang usaha merupakan strategi pembiayaan internal yang menjadikan lembaga pendidikan Islam sebagai entitas yang produktif secara ekonomi. Unit usaha pesantren hadir dalam beragam bentuk: koperasi pesantren (kopontren), minimarket dan toko kebutuhan santri, kantin, jasa laundry, percetakan, travel, peternakan, pertanian dan agribisnis, air minum dalam kemasan, hingga unit jasa keuangan syariah [7]. Keberadaan unit usaha memberikan dua manfaat sekaligus: sebagai sumber pendapatan lembaga dan sebagai wahana pendidikan kewirausahaan (santripreneurship) bagi santri [14]. Ragam unit usaha pesantren beserta fungsinya dirangkum pada Tabel 2.
Tabel 2. Ragam unit usaha pesantren dan fungsinya
	No
	Kelompok Unit Usaha
	Contoh
	Fungsi Utama

	1
	Perdagangan dan ritel
	Koperasi pesantren (kopontren), minimarket, toko kebutuhan santri
	Sumber pendapatan dan pemenuhan kebutuhan internal

	2
	Jasa
	Laundry, percetakan, travel, unit jasa keuangan syariah
	Sumber pendapatan dan layanan komunitas

	3
	Agribisnis dan peternakan
	Pertanian, peternakan, air minum dalam kemasan
	Sumber pendapatan dan ketahanan pangan

	4
	Pendidikan kewirausahaan
	Inkubator dan praktik usaha santri (santripreneurship)
	Laboratorium kewirausahaan santri



Bukti empiris menunjukkan kontribusi nyata unit usaha terhadap kemandirian lembaga. Studi Mi’raj dkk. [8] terhadap kemandirian ekonomi pesantren menemukan bahwa pesantren yang mengelola unit usaha secara serius mampu membiayai sebagian besar kebutuhan operasionalnya tanpa bergantung pada pihak eksternal. Kasus Pondok Pesantren Bahrul ‘Ulum Tambakberas Jombang memperlihatkan bahwa pemberdayaan ekonomi pesantren melalui beragam unit usaha mendorong kemandirian ekonomi lembaga sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar [9]. Demikian pula Pondok Modern Darussalam Gontor yang menerapkan konsep kewirausahaan sosial Islam: seluruh laba unit usaha dikembalikan untuk kepentingan pendidikan, bukan untuk kepentingan pribadi pengelola [5].
Keberhasilan pengembangan usaha pesantren ditopang oleh beberapa faktor. Pertama, kepemimpinan. Gaya kepemimpinan spiritual kiai yang visioner terbukti mampu menggerakkan kemandirian unit usaha pesantren [15], [16]. Kedua, kelembagaan dan tata kelola. Unit usaha perlu dipisahkan pengelolaannya dari kas pendidikan, memiliki struktur organisasi, pencatatan keuangan yang tertib, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas [12]. Ketiga, kapasitas sumber daya manusia. Pelibatan santri, alumni, dan masyarakat dalam pengelolaan usaha menumbuhkan kapasitas kelembagaan berbasis kewirausahaan [17]. Keempat, adaptasi teknologi. Digitalisasi unit usaha—mulai dari pemasaran daring, sistem kasir digital, hingga pembayaran nontunai—memperkuat daya saing usaha pesantren di era ekonomi digital [11].
Kendati demikian, literatur juga mencatat sejumlah tantangan: keterbatasan modal awal, lemahnya literasi manajemen bisnis pengelola, ketergantungan pada figur kiai, potensi konflik kepentingan antara fungsi pendidikan dan fungsi bisnis, serta belum tertibnya pemisahan laporan keuangan usaha dari keuangan lembaga [18], [19]. Tantangan-tantangan ini menegaskan pentingnya profesionalisasi manajemen sebagai prasyarat keberlanjutan usaha pesantren.
Pemilihan unit usaha pesantren sebaiknya didasarkan pada kebutuhan internal, potensi pasar, kompetensi pengelola, ketersediaan bahan baku, dan tingkat risiko. Usaha yang melayani kebutuhan santri, seperti koperasi, kantin, laundry, atau percetakan, memiliki pasar awal yang relatif jelas. Agribisnis dapat dikembangkan ketika lembaga memiliki lahan dan sumber daya yang memadai. Namun, setiap peluang tetap memerlukan kajian sederhana mengenai biaya, permintaan, arus kas, perizinan, dan kemampuan operasional. Pendekatan ini mencegah lembaga membuka terlalu banyak unit usaha tanpa kesiapan pengelolaan [7], [19].
Unit usaha perlu memiliki model bisnis yang menjelaskan pelanggan, nilai yang ditawarkan, sumber pendapatan, biaya utama, mitra, dan proses operasional. Kejelasan model bisnis membantu pengurus membedakan kegiatan sosial dengan transaksi komersial. Sebagai contoh, koperasi pesantren dapat tetap memberikan harga wajar bagi santri sambil menghasilkan surplus melalui efisiensi pembelian dan perputaran stok. Surplus tidak harus dimaksimalkan dengan mengorbankan layanan, tetapi dikelola agar usaha bertahan, berkembang, dan berkontribusi kepada pendidikan. Prinsip ini sesuai dengan semangat kewirausahaan sosial Islam yang menempatkan manfaat kolektif sebagai tujuan [5].
Pemisahan keuangan merupakan syarat penting agar kinerja unit usaha dapat dinilai secara objektif. Modal, pendapatan, biaya, persediaan, utang, dan laba perlu dicatat terpisah dari kas pendidikan. Transaksi antara unit usaha dan lembaga juga harus terdokumentasi, misalnya ketika usaha membayar sewa aset atau menyerahkan bagian surplus. Tanpa pemisahan, pengelola sulit mengetahui apakah usaha benar-benar menghasilkan keuntungan atau hanya bertahan karena subsidi yang tidak terlihat. Pencatatan sederhana yang konsisten lebih bermanfaat daripada sistem rumit yang tidak dijalankan. Prinsip akuntabilitas ini mendukung tata kelola yang sehat [12].
Struktur pengelolaan usaha perlu membedakan fungsi pemilik, pengawas, dan pelaksana. Yayasan atau pesantren menetapkan arah dan kebijakan, sedangkan manajer bertanggung jawab atas operasi harian. Pengawasan memastikan keputusan usaha sesuai misi lembaga dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Kiai dapat memberikan visi dan legitimasi, tetapi keputusan teknis perlu melibatkan orang yang memiliki kompetensi bisnis. Pembagian peran tersebut memungkinkan kepemimpinan spiritual tetap menjadi kekuatan sekaligus mendorong profesionalitas manajemen [15], [16].
Kapasitas sumber daya manusia menentukan keberlanjutan unit usaha. Pengelola membutuhkan kemampuan dasar dalam pemasaran, pencatatan keuangan, pengelolaan persediaan, pelayanan pelanggan, dan penggunaan teknologi. Pelatihan dapat dilakukan secara bertahap dengan melibatkan alumni, perguruan tinggi, lembaga keuangan syariah, atau mitra usaha. Santri dapat dilibatkan sebagai peserta pembelajaran melalui jadwal yang tidak mengganggu pendidikan. Keterlibatan tersebut perlu disertai pendampingan, standar kerja, dan evaluasi agar fungsi pendidikan kewirausahaan berjalan tanpa menjadikan santri sebagai tenaga kerja murah [14], [17].
Pengembangan santripreneurship akan lebih bermakna apabila santri mengalami seluruh siklus usaha, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan, menyusun rencana, memproduksi, memasarkan, melayani pelanggan, hingga mengevaluasi hasil. Proses tersebut dapat dihubungkan dengan pembelajaran agama, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial. Santri belajar bahwa keuntungan harus diperoleh melalui transaksi yang jujur, kualitas yang baik, dan pemenuhan hak pihak lain. Dengan demikian, unit usaha menjadi laboratorium pembentukan kompetensi dan karakter, bukan hanya sumber pendapatan lembaga [14].
Digitalisasi usaha dapat meningkatkan efisiensi melalui sistem kasir, pencatatan stok, pembayaran nontunai, pemasaran daring, dan analisis penjualan. Namun, adopsi teknologi perlu disesuaikan dengan skala usaha dan kemampuan pengguna. Sistem sederhana yang digunakan secara konsisten lebih efektif daripada aplikasi mahal yang tidak terintegrasi. Data penjualan dapat membantu menentukan produk yang diminati, waktu permintaan tertinggi, dan tingkat persediaan. Pemasaran digital juga membuka akses pasar di luar lingkungan pesantren, terutama untuk produk makanan, kerajinan, atau jasa yang memiliki keunikan [11].
Setiap unit usaha menghadapi risiko pasar, operasional, keuangan, hukum, dan reputasi. Risiko pasar muncul ketika permintaan menurun, sedangkan risiko operasional berkaitan dengan kualitas, persediaan, dan ketergantungan pada personel tertentu. Risiko keuangan dapat berupa kekurangan kas atau piutang yang tidak tertagih. Pengelola perlu menetapkan batas kewenangan, prosedur pembelian, pemeriksaan kas, pengendalian stok, dan evaluasi kinerja. Risiko reputasi harus mendapat perhatian khusus karena kegagalan usaha dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Karena itu, pertumbuhan usaha perlu dilakukan secara bertahap dan terkendali.
3.4 Integrasi Fundraising dan Pengembangan Usaha Menuju Kemandirian Lembaga
Sintesis terhadap temuan-temuan di atas mengarah pada satu proposisi utama: kemandirian finansial lembaga pendidikan Islam paling potensial diwujudkan melalui integrasi fundraising sosial-keagamaan dan pengembangan usaha produktif dalam satu arsitektur tata kelola. Dalam model integratif ini, dana ZISWAF dan donasi diposisikan bukan semata untuk menutup biaya operasional, melainkan sebagian dialokasikan sebagai modal pengembangan aset produktif—misalnya wakaf produktif yang diwujudkan menjadi unit usaha. Surplus unit usaha kemudian mengalir kembali membiayai operasional pendidikan, beasiswa santri, dan kesejahteraan pendidik, sehingga tercipta siklus pembiayaan yang berkelanjutan [8], [5]. Model integratif tersebut divisualisasikan pada Gambar 1.
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Gambar 1. Model integrasi fundraising dan pengembangan usaha menuju kemandirian finansial lembaga pendidikan Islam
Model integratif tersebut menuntut empat prasyarat manajerial. Pertama, perencanaan strategis terpadu yang menempatkan target fundraising dan target usaha dalam satu peta jalan kemandirian lembaga [13]. Kedua, pemisahan dan profesionalisasi kelembagaan: unit fundraising dan badan usaha milik pesantren dikelola oleh organ tersendiri dengan indikator kinerja yang terukur. Ketiga, akuntabilitas terpadu melalui sistem pelaporan keuangan yang memenuhi standar dan dipublikasikan kepada pemangku kepentingan, karena kepercayaan donatur dan kepercayaan konsumen usaha sama-sama bertumpu pada transparansi [12]. Keempat, penguatan kapasitas SDM melalui pendidikan kewirausahaan santri dan pelatihan manajemen bagi pengelola, sehingga keberlanjutan tidak bergantung pada satu figur [17], [14].
Dengan kerangka tersebut, lembaga pendidikan Islam dapat bergerak dari posisi sebagai penerima dana pasif menjadi pengelola sumber daya yang aktif. Regulasi nasional—khususnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021—dapat dimanfaatkan sebagai dukungan komplementer, sementara fondasi kemandirian dibangun dari dalam melalui fundraising yang amanah dan usaha yang produktif. Pada titik inilah manajemen pendidikan Islam menemukan relevansinya: bukan hanya mengelola pembelajaran, tetapi juga mengelola keberlanjutan finansial lembaga sebagai amanah umat.
Integrasi fundraising dan pengembangan usaha memerlukan arsitektur pembiayaan yang membedakan dana konsumtif, dana program, dana cadangan, dan dana produktif. Donasi yang terikat harus digunakan sesuai tujuan pemberi, sedangkan dana yang memang diamanahkan untuk pemberdayaan dapat dialokasikan sebagai modal usaha atau aset produktif. Surplus usaha kemudian dibagi untuk pengembangan usaha, cadangan risiko, dan kontribusi bagi pendidikan. Pembagian tersebut perlu ditetapkan sejak awal agar kebutuhan operasional tidak menghabiskan modal dan pengelola usaha tidak menahan seluruh surplus tanpa kontribusi kepada misi lembaga.
Wakaf produktif dapat menjadi penghubung yang kuat antara filantropi dan kegiatan ekonomi. Aset wakaf dapat dikelola untuk menghasilkan manfaat berulang, selama pokok aset dijaga dan penggunaannya sesuai tujuan wakaf. Bentuknya dapat berupa lahan pertanian, bangunan sewa, fasilitas produksi, atau penyertaan pada kegiatan yang dikelola secara hati-hati. Pengembangan model ini membutuhkan kompetensi nazir, studi kelayakan, pengawasan, dan pelaporan. Tanpa kapasitas tersebut, wakaf produktif berisiko menjadi aset tidak produktif atau menimbulkan masalah pengelolaan. Oleh karena itu, integrasi harus dibangun di atas prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah [6], [8].
Pemisahan kelembagaan tidak berarti memutus hubungan antara unit fundraising dan badan usaha. Keduanya perlu berkoordinasi melalui rencana strategis, tetapi memiliki rekening, pencatatan, kewenangan, dan indikator kinerja yang jelas. Unit fundraising bertanggung jawab terhadap amanah donatur dan capaian program, sedangkan badan usaha bertanggung jawab terhadap keberlanjutan operasi dan hasil ekonomi. Forum koordinasi dapat menetapkan prioritas investasi, penggunaan surplus, serta kebutuhan program pendidikan. Tata kelola ini mencegah pencampuran fungsi dan memudahkan evaluasi kontribusi masing-masing unit.
Peta jalan kemandirian dapat disusun dalam beberapa tahap. Tahap awal berfokus pada pembenahan pencatatan, pemetaan donatur, dan konsolidasi unit usaha yang sudah ada. Tahap berikutnya memperkuat kelembagaan, kompetensi SDM, serta digitalisasi proses. Setelah fondasi stabil, lembaga dapat mengembangkan dana abadi, wakaf produktif, atau unit usaha baru berdasarkan studi kelayakan. Pendekatan bertahap membantu lembaga menghindari ekspansi yang terlalu cepat dan memastikan setiap perubahan dapat dipelajari. Perencanaan semacam ini sejalan dengan kebutuhan analisis kinerja dalam pengembangan pesantren [13].
Keberhasilan model integratif perlu diukur dengan indikator finansial dan nonfinansial. Indikator finansial dapat mencakup pertumbuhan dana, proporsi pendapatan mandiri, kecukupan cadangan, laba usaha, dan efisiensi biaya. Indikator nonfinansial mencakup jumlah penerima beasiswa, peningkatan layanan pendidikan, keterlibatan alumni, kepuasan donatur, kompetensi santri, dan manfaat bagi masyarakat. Penggunaan dua kelompok indikator mencegah lembaga menilai keberhasilan hanya dari nominal pendapatan. Kemandirian finansial harus tetap dipahami sebagai sarana untuk memperkuat mutu dan akses pendidikan.
Partisipasi pemangku kepentingan memperkuat legitimasi model integratif. Wali santri, alumni, pendidik, santri, masyarakat, dan mitra usaha dapat dilibatkan melalui forum konsultasi, laporan berkala, serta mekanisme masukan. Keterlibatan tidak berarti semua pihak mengambil keputusan operasional, tetapi memastikan arah penggunaan sumber daya dapat dipahami dan diawasi. Transparansi ini mengurangi kesalahpahaman ketika lembaga mulai mengembangkan aktivitas bisnis. Masyarakat perlu melihat bahwa usaha dijalankan untuk menopang pendidikan dan pemberdayaan, bukan untuk kepentingan pribadi pengelola.
Model integratif juga perlu menjaga keseimbangan antara misi pendidikan dan orientasi ekonomi. Unit usaha tidak boleh menggeser perhatian utama lembaga dari pembelajaran, pembinaan akhlak, dan pelayanan santri. Sebaliknya, disiplin bisnis dapat memperkuat pendidikan melalui efisiensi, inovasi, dan pengalaman kewirausahaan. Keseimbangan tersebut dijaga melalui batas investasi, pembagian waktu, evaluasi dampak pendidikan, dan pengawasan oleh organ lembaga. Ketika terjadi konflik antara keuntungan jangka pendek dan nilai pendidikan, keputusan harus kembali pada tujuan utama lembaga.
Sintesis kajian ini menunjukkan bahwa kemandirian bukan berarti lembaga menolak dukungan pemerintah atau masyarakat. Kemandirian berarti memiliki kapasitas mengelola berbagai sumber secara terencana, tidak rentan terhadap berhentinya satu sumber, dan mampu mempertanggungjawabkan penggunaannya. Dukungan regulasi, hibah, dan kemitraan tetap penting, tetapi ditempatkan sebagai penguat fondasi internal. Fundraising yang amanah membangun modal sosial, sedangkan usaha produktif membangun arus pendapatan. Ketika keduanya dikelola secara profesional, lembaga memiliki ruang lebih besar untuk meningkatkan mutu, memperluas beasiswa, dan merencanakan pengembangan jangka panjang.
Sebagai hasil studi kepustakaan, model yang dirumuskan bersifat konseptual dan perlu diuji pada konteks lembaga yang beragam. Pesantren besar dengan jaringan alumni luas memiliki sumber daya berbeda dari madrasah kecil di wilayah pedesaan. Karena itu, penerapan model harus disesuaikan dengan skala, budaya organisasi, aset, kompetensi pengelola, dan lingkungan pasar. Penelitian lapangan dapat menguji tahapan implementasi, hambatan, biaya, serta dampaknya terhadap mutu pendidikan. Keterbatasan tersebut tidak mengurangi nilai sintesis, tetapi menegaskan bahwa model integratif merupakan kerangka adaptif, bukan formula tunggal.
4. Kesimpulan
Penelitian ini menyimpulkan tiga hal. Pertama, fundraising pada lembaga pendidikan Islam akan efektif apabila bertransformasi dari pola tradisional berbasis figur menuju fundraising modern yang melembaga, dengan strategi diversifikasi sumber dana (ZISWAF, hibah, CSR, kemitraan alumni), digitalisasi kanal penghimpunan, dan pengelolaan kepercayaan donatur melalui akuntabilitas pelaporan. Kedua, pengembangan bidang usaha menjadikan lembaga pendidikan Islam produktif secara ekonomi sekaligus menjadi laboratorium kewirausahaan santri; keberhasilannya ditopang kepemimpinan visioner, tata kelola yang tertib, kapasitas SDM, dan adaptasi teknologi. Ketiga, integrasi fundraising dan unit usaha dalam satu arsitektur tata kelola—di mana dana filantropi menjadi modal aset produktif dan surplus usaha membiayai pendidikan—merupakan model paling potensial menuju kemandirian finansial lembaga pendidikan Islam. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan agar pengelola pesantren dan madrasah membentuk unit fundraising profesional dan badan usaha milik pesantren dengan pemisahan keuangan yang jelas, menerapkan pelaporan keuangan berstandar, serta memanfaatkan instrumen wakaf produktif dan dukungan regulasi pemerintah. Secara akademis, penelitian lanjutan disarankan menguji model integratif ini secara empiris pada pesantren atau madrasah tertentu, misalnya melalui studi kasus atau penelitian campuran, agar diperoleh bukti lapangan mengenai efektivitas model tersebut.
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